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KATA PENGANTAR






Siapa
revolusioner baru di zaman kita? Mereka adalah ahli genetika, ahli
biologi, fisikawan, ahli cryonologi, ahli bioteknologi, ilmuwan
nuklir, ahli kosmologi, ahli astrofisika, astronom radio,
astromonot, ilmuwan sosial, sukarelawan korps pemuda,
internasionalis, humanis, penulis fiksi ilmiah, pemikir normatif,
penemu. . . Mereka dan lainnya merevolusi kondisi manusia secara
fundamental. Prestasi dan tujuan mereka jauh melampaui ideologi
paling radikal dari sebelumnya.

(FM 2030,
Optimism One)






Kemunculan transhumanisme
gerakan politik, intelektual dan budaya telah menciptakan spektrum
baru di dunia politik akhir-akhir ini, khususnya di negara-negara
maju, seperti beberapa negara di Eropa. Transhumanisme sebagai ide
yang muncul di abad ke-20, yang secara gamblang memberikan
optimisme terhadap masa depan,dimana dengan adanya kemajuan
percepatan teknologi seperti nanoteknologi, bioteknologi,
kecerdasan buatan, dan teknologi informasi yang hal ini dipercaya
dapat terjadinya masyarakat cerdas di masa depan yang
berkelimpahan.

Pada dasarnya mimpi penciptaan
makhluk buatan telah menjadi bagian dari narasi mitologis selama
ribuan tahun. Di zaman kuno, itu adalah mitos Prometheus, dewa dari
keluarga Titan, yang menciptakan makhluk tanah liat yang berpikir
dan merasakan tanpa izin ilahi dan dihukum berat oleh Zeus. Pada
Abad Pertengahan, kita menemukan kisah Golem, makhluk buatan yang
terbuat dari tanah liat, yang bisu dan tidak mampu berpikir, tetapi
memiliki kekuatan besar dan dapat melaksanakan perintah.

Sebagai ideologi politik,
transhumanisme mempunyai perangkat dan basis pemikirannya yang bisa
dikatakan berbeda dengan ideologi-ideologi sebelumnya yang telah
muncul. Transhumanisme memberikan garis pemikirannya dengan
pendekatan kosmos-historis, artinya transhumanisme adalah pemikiran
yang sangat luas hanya sebagai sebuah ideologi politik saja, akan
tetapi banyak memberikan pendapat bahwa transhumanisme sebagai
“agama baru” abad ke-21 ataupun sebuah filsafat kehidupan. Dilain
hal tersebut transhumanisme bukanlah pemikiran dari satu individu
yang lebih bersifat subjektif seperti ideologi Marxisme dan
akhirnya menjadi sebuah pengkultusan individu dalam sebuah
gerakan-gerakan politik, akan tetapi transhumanisme berakar dari
berbagai bidang pemikiran para ilmuwan, baik matematika, fisika,
filsafat, biologi, kimia dan lain sebagainya, yang akhirnya menjadi
satu basis pemikiran yang kompleks dan ilmiah, maka transhumanisme
sebagai sebuah ideologi adalah dari sebuah pemikiran yang ilmiah
dan objektif.

Pada tahun 1990-an transhumanisme mulai muncul sebagai
gerakan intelektual dan budaya yang melahirkan pula beberapa
organisasi dan partai politik dan membawa sebuah konsepsi berbeda
dengan yang ada sebelumnya, yang menawarkan sebuah spektrum politik
baru yang didasarkan pada pemikiran F.M. Esfandiary dalam
bukunya Optimism One : The
Emerging Radicalism yang
diterbitkan pada tahun 1970, dimana ia memberikan pandangan
mengenai konsep dasar politik “sayap atas” dan selanjutnya disusul
pula beberapa pemikir transhumanis lain sebagai memperlengkap dan
pengembangan teori politik transhumanisme kontemporer.

Pada akhirnya kelahiran sprektrum politik “sayap atas”
adalah sebuah perluasan dari pemikiran transhumanisme yang di
implementasikan di dunia politik, sebagai satu basis pemikiran
politik masa depan, dimana hak-hak kewarganegaraan tidak lagi hanya
mengacu pada manusia (homo
sapien), akan tetapi akan
meluas, sebagaimana prediksi transhumanisme pada masa depan
lahirnya post-human akibat dari munculnya masyarakat cerdas di masa
datang tersebut. Di lain hal tersebut politik “sayap atas”
memberikan pengertian tentang konsepsi atas manusia dan alam
semesta melalui dasar kosmos-historis yang diterapkan dalam
kebijakan-kebijakan politik di masa depan.

Politik “sayap atas” sebagai sebuah politik optimisme
teknologi dan politik kosmologi, secara ilmiah akan mengeksplorasi
dan menekan sebuah kebijakan-kebijakan politik menuju pada basis
pemikiran transhumanisme yang mereka sebut dengan politik 2.0
atau black
politic, dimana hal ini
adalah politik versi yang disempurnakan menurut ideologi
transhumanisme, sehingga hal ini dimungkinkan akan membawa masa
depan yang akan lebih baik dan berkelimpahan.

Maka dalam buku ini, penulis memberikan judul :
Politik Sayap Atas,
Sebuah Supremasi
Tubuh. Dengan penulisan buku
ini, di harapkan untuk menambah khazanah pustaka di Indonesia, yang
mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Adapun penulis yakin
bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan atas penulisan ini,
baik secara teknis maupun pemahaman konsep, maka untuk hal tersebut
penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Jakarta,10 November 2022

Penulis, Hartanto,SIP.

https://www.biocyber.eu.org
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Jika Anda
mencintai kehidupan, Anda akan menjaga kehidupan itu, dan berusaha
untuk memperpanjang dan memperbaikinya selama mungkin. Apa pun yang
Anda lakukan saat hidup, pendapat yang anda miliki, pilihan yang
Anda buat untuk tidak melindungi, memperpanjang, dan meningkatkan
kehidupan itu, adalah pengkhianatan terhadap kehidupan itu. (Itu)
adalah pengkhianatan terhadap kemungkinan potensi otak
Anda.

(John R. Shook
& James Giordano : 2014)
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BAB 1

NEGARA DAN
POLITIK






Aristoteles dalam bukunya yang berjudul Ethics,
menekankan bahwa teori politik haruslah didasari atas watak
manusia. Hal ini karena fungsi negara adalah untuk membantu
individu mencapai tujuannya. Maka dengan pertalian ini, Aristoteles
menekankan bahwa tujuan alamiah manusia adalah kebahagiaan. Jadi
negara haruslah membuat seluruh warganya memperoleh
kebahagiaan.






 1.1.
Pengertian Umum Politik

Dalam memahami buku ini alangkah lebih baiknya kita
mengenal lebih dahulu tentang pengertian dasar politik, dimana
politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni
polis yang berarti kota yang berstatus negara kota
(city
state).[001]Adapun
dari kata polis
tersebut dapat di artikan pula
sebagai “polities” yang
berarti warga negara, “politikos” yang
berarti kewarganegaraan, “politike episteme”
yang berarti ilmu politik, “politicia” yang
berarti pemerintahan negara. Kata politik dalam bahasa Arab
disebut as-siyasah
yang berarti mengelola, mengatur,
memerintah dan melarang sesuatu. Atau secara definisi berarti
prinsip prinsip dan seni mengelola persoalan publik. Dari hal
tersebut diatas bahwa politik berkembang pertama kali di Yunani,
dimana negara-kota di zaman Yunani, orang saling interaksi guna
mencapai kesejahteraan dalam hidupnya[002].
Sehingga mengenai pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia
barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti
Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk
mencapai masyarakat politik (polity) yang
terbaik[003].

Aristoteles berpandangan
politik adalah sebagai persatuan warga negara yang berfungsi
membicarakan dan menyelenggarakan hal yang menyangkut kebaikan
bersama seluruh anggota masyarakat. kebaikan bersama memiliki nilai
moral yang lebih tinggi dari pada kepentingan individu.

Dalam perkembangan zaman
definisi politik-pun ditafsirkan secara berbeda-beda oleh para ahli
dan ilmuwan, diantaranya sebagai berikut ini :

Menurut Andrew Heywood,
berpendapat bahwa politik adalah kegiatan suatu bangsa yang
bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen
peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti
tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerjasama.

Menurut Rod Hague , berpendapat
bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana
kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat
kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan
perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.

Menurut Kartini Kartono,
berpendapat bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas
perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan
peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di
tengah masyarakat.

Menurut Gabriel A. Almond,
bahwa ia mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan
dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu
di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen
yang sifatnya otoritatif dan koersif.

Adapun definisi dan
makna politik secara umum yaitu sebuah tahapan dimana untuk
membentuk atau membangun posisi-posisi kekuasaan didalam masyarakat
yang berguna sebagai pengambil keputusan-keputusan yang terkait
dengan kondisi masyarakat. Politik adalah pembentukan dan pembagian
kekuasaan dalam masyarakat yang berwujud proses pembuatan
keputusan, terkhusus pada negara. Pengertian Politik jika ditinjau
dari kepentingan penggunanya dimana pengertian politik terbagi atas
dua yaitu pengertian politik dalam arti kepentingan umum dan
pengertian politik dalam arti kebijaksanaan. Pengertian politik
dalam arti kepentingan umum adalah segala usaha demi kepentingan
umum baik itu yang ada dibawah kekuasaan negara maupun pada daerah.
Pengertian politik Secara Singkat atau sederhana adalah teori,
metode atau teknik dalam memengaruhi orang sipil atau individu.
Politik merupakan tingkatan suatu kelompok atau individu yang
membicarakan mengenai hal-hal yang terjadi didalam masyarakat atau
negara. Seseorang yang menjalankan atau melakukan kegiatan politik
disebut sebagai “Politikus”.[004]A New
Handbook of Political Science menyebutkan bahwa politik adalah the constrained use of
social power (penggunaan kekuasaan sosial yang
dipaksakan).[005]

Lain halnya apabila politik
dalam pandangan sebagai ilmu pengetahuan yang berorientasi pada
bidang akademis, maka dapat diartikan sebagai cabang ilmu
pengetahuan sosial yang membahas teori dan praktik politik serta
deskripsi dan analisis sistem dan perilaku politik.

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik
atau politics
atau kepolitikan. Politik adalah
usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat
pepatah gemah ripah loh
jinawi. Orang Yunani Kuno
terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai
en dam onia atau the good
life.

...politik dalam suatu negara (state) berkaitan
dengan masalah kekuasaan (power) pengambilan
keputusan (decision
making), kebijakan publik
(public
policy), dan alokasi atau
distribusi (allocation or
distribution)[006]

Miriam Budiardjo menyimpulkan
bahwa unsur-unsur pokok yang terkandung dalam pengertian politik
sebagaimana berikut :

Pertama, Negara (state) adalah suatu
organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi
yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Pandangan yang menekankan
negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatian pada
lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Pandangan ini
bersifat tradisional dan ruang lingkupnya agak sempit, dan disebut
sebagai pendekatan institusional (institutional approach).

Kedua, Kekuasaan (power) adalah
kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah
laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku.
Pandangan yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik,
menekankan pada masalah perjuangan kekuasaan dengan tujuan untuk
kepentingan seluruh masyarakat. Pandangan ini banyak terpengaruh
oleh sosiologi, ruang lingkupnya lebih luas dan lebih dinamis
daripada pendekatan institusional karena memperhatikan
proses.

Ketiga, Keputusan (decision) adalah
membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah
Pengambilan Keputusan (decision making)
menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.
Pengambilan keputusan sebagai konsep dari politik menyangkut
keputusan-keputusan yang diambil secara bersamaan
(kolektif) dan yang mengikat seluruh masyarakat.
Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dan
menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu.
Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan
pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan,
yaitu memilih di antara beberapa alternatif, yang akhirnya
ditetapkan sebagai kebijaksanaan pemerintah.

Keempat, Kebijaksanaan (policy) adalah suatu
kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh
kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara
untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang
membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk
melaksanakannya. Pandangan yang menekankan aspek kebijaksanaan umum
menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan
bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama,
dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang
dituang dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan (policies) oleh
pihak yang berwewenang, dalam hal ini pemerintah.

Kelima, Pembagian (distribution) dan
alokasi (allocation) adalah
pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai (values) dalam
masyarakat. Pandangan yang menekankan pada pembagian dan alokasi
melihat politik sebagai kegiatan membagikan dan mengalokasikan
nilai-nilai secara mengikat. Menurut pandangan ini, tidak meratanya
pembagian nilai dapat menyebabkan konflik. Nilai adalah sesuatu
yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu
yang mempunyai harga, dan sebagainya. Nilai dapat bersifat abstrak,
seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dan
sebagainya. Nilai juga dapat bersifat konkret/nyata
(material) seperti rumah, kekayaan, dan
sebagainya.

Sehingga lebih singkatnya bahwa
ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan
politik, dan politik ialah berbagai kegiatan dalam suatu sistem
politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari
sistem itu, dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuannya. Maka
politik adalah sebuah diartikan sebagai sebuah kemahiran.

 1.2. Sistem
Politik

Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu
“systema” yang berarti sehimpunan bagian atau komponen
yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan
satu keseluruhan (a
whole). Dalam
perkembangannya, istilah itu mengalami pembiasan sehingga memiliki
banyak arti, bergantung pada objek dan cakupan pembicaraannya. Akan
tetapi, setiap definisi mewujudkan gagasan dari sekelompok objek
atau unsur yang berada dalam hubungan struktural dan
karakteristiknya masing-masing yang satu dan lainnya berinteraksi
pada dasar karakteristik tertentu. Sistem dapat diartikan sebagai
kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur atau komponen. Unsur
setiap komponen itu saling berhubungan secara struktural dan
fungsional, ada keterikatan dalam mencapai tujuan utama.
Masing-masing kohesif sehingga eksistensinya selalu utuh dan
totalitasnya terjaga. Sistem dapat pula diartikan lebih tinggi
daripada cara, tata, rencana, skema, prosedur, atau metode. Sistem
adalah cara yang mekanismenya berpatron (berpola) dan konsisten,
serta sering bersifat otomatis (servo-mechanism).[007]

Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem politik
adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan sistem pemerintahan dan
sistem kekuasaan yang mengatur hubungan-hubungan individu atau
kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan antara
negara dengan negara.[008]Adapun
beberapa pakar mendefinisikan sebagai berikut :

Menurut David Easton sistem politik adalah terdiri dari
sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam
masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan
(demands), dukungan-dukungan (supports) dan
sumber-sumber (resources) menjadi
keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat
otoritatif (sah dan mengikat) bagi seluruh anggota masyarakat. Maka
hal tersebut bahwa sistem politik berkaitan erat tentang kumpulan
aktivitas masyarakat politik (polity) untuk membuat
suatu keputusan politik. Easton mendefinisikan sistem politik
terdiri dari beberapa unsur antara lain: Sistem politik menetapkan
nilai; Penetapannya bersifat paksaan atau dengan kewenangan;
Penetapan yang bersifat paksaan itu tadi mengikuti masyarakat
secara keseluruhan. Artinya Easton membuat definisi bahwa sistem
politik adalah serangkaian aktivitas politik yang saling
berhubungan, mulai dari input yang berupa
tuntutan dan dukungan, proses, uotput sebagai hasil
dari proses hingga feedback dari
output untuk selanjutnya dapat berupa input kembali.

Adapun Menurut Rusadi
Kantaprawira, mendefinisikan sistem politik berbagai macam kegiatan
dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit dan kesatuan yang berupa
negara atau masyarakat.

Menurut Jack C. Plano,
mendefinisikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang
terbentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dalam lingkungan
masyarakat tersebut.

Menurut Robert A. Dahl,
bahwasanya sistem politik mencakup dua hal, yaitu pola hubungan
yang tetap antar manusia dan melibatkan sesuatu yang luas tentang
kekuasaan, aturan, serta kewenangan.

Menurut Samuel P. Huntington,
bahwa sistem politik adalah makna, perilaku, penyesuaian,
kepercayaan dan keyakinan yang signifikan mengenai politik dan yang
bermakna dalam masyarakat.

Menurut M. Bahrudin Podomi,
bahwasanya sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk
bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal
maupun eksternal.

Berbagai definisi di atas pada
dasarnya secara nyata, ada banyak jenis sistem politik yang
diterapkan atau dipilih oleh beberapa negara dan bangsa di dunia,
seperti sistem demokrasi, federasi, feodalisme, parlementer,
presidensial, semi-parlementer, semi presidensial, teokrasi,
monarki, republik, negara-kota, meritokrasi, direksional,
kediktatoran, bahkan anarkisme.

Adapun secara umum terdapat dua macam sistem politik.
Pertama yakni sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem
politik otoriter atau totaliter. Pada sistem politik demokrasi
dapat diartikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang
diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat,
persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, dan pemerintahan
mayoritas. Sedangkan untuk politik yang totaliter diartikan kendali
pemerintah dipegang oleh sekelompok orang yang berhak mengawasi
setiap penduduknya[009].

Maka dari keterangan di atas
bahwa sistem politik bagi setiap negara merupakan “jantung” yang
menjadi roh bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara.
Dengan analogi jika jantungnya rusak, keberlangsungan kehidupan
jiwa akan terancam.

 1.3. Mengenai
Negara

Para pemikir Yunani Kuno, awalnya Plato dan kemudian
Aristoteles, mengemukakan gagasan bahwa dengan menerapkan asas-asas
penalaran terhadap masalah-masalah kemanusiaan, maka manusia dapat
memerintah dirinya sendiri. Titik tolak ini sangat penting karena
alam semesta tidak lagi dianggap sebagai daerah kekuasaan
dewa-dewa, tetapi dapat dipahami dalam kerangka ilmu pengetahuan.
Di Yunani Kuno misalnya, pemikiran mengenai negara sudah dimulai
pada tahun 450 S.M., seperti terbukti dalam karya-karya ahli
sejarah Herodotus, atau filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles,
dan sebagainya. Di Asia ada beberapa pusat kebudayaan, antara lain
India dan China, yang telah mewariskan berbagai tulisan politik
yang bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul antara lain
dalam kesusasteraan Dharmasastra dan Arthasastra yang
berasal dari masa kira-kira 500 S.M. Di antara filsuf China yang
terkenal ialah Confucius (± 350 S.M.), Mencius (± 350 S.M) dan
mazhab Legalists, antara lain Shang Yang (± 350 S.M.). adapun Di
Indonesia kita mendapati beberapa karya tulis yang membahas masalah
sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negarakertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan
ke-15 Masehi dan Babad Tanah Jawi. Sayangnya di negara-negara Asia
tersebut kesusasteraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir
abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh
pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris,
Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka
imperialisme.[010]

Negara secara umum
didefinisikan sebagai organisasi statis di mana didalamnya terdapat
sistem dan sub sistem baik yang bergerak maupun yang bergerak
sebagaimana berguna untuk mengatur kehidupan masyarakat atau yang
disebut dengan warga negara. Hal ini didasari tentang asal kata
negara yang berasal dari bahasa latin yaitu status atau statum
yang berarti keadaan yang tegak dan
tetap atau sesuatu yang memiliki sifat sifat yang tegak dan
tetap.[011]Maka dari
hal tersebut negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan
alat (agency) dari
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur
hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan
gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.

Kata “Negara” (dalam versi bahasa Indonesia) berasal dari
kata sanskerta yaitu Nagara, yang berarti
kota. Padanan untuk kata ini bermacam-macam. Dalam bahasa Inggris
disebut State, sedangkan
dalam bahasa Arab disebut Dawlah. Kamus Besar
Bahasa Indonesia mendefiniskan negara dalam dua pengertian.
Pertama, negara diartikan sebagai suatu organisasi dalam suatu
wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati
oleh rakyat. Kedua, negara didefiniskan sebagai kelompok sosial
yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di
bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat
sehingga berhak menentukan tujuan
nasionalnya[012].

Adapun beberapa pakar
mendefinisikan negara sebagaimana berikut ini :

Menurut Roger H. Soltau, mendefinisikan negara sebagai agen
(agency) atau kewewenangan (authority) yang
mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama
masyarakat.

Menurut Harold J. Laski,
mendefinisikan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan
karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah
lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan
bagian dari masyarakat. Masyarakat itu sendiri adalah suatu
kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi
terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat
merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh
individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu
wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Menurut Robert M. Maclver,
mendefisikan negara yakni asosiasi yang menyelenggarakan penertiban
di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan
sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk
maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.

Menurut Max Weber,
memberikan definisi negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu
wilayah.

Menurut Prof Sumantri, negara
adalah suatu organisasi kekuasaan oleh karenanya dalam setiap
organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau
alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan
kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam
wilayah kekuasaannya.

Sedangkan menurut Prof
Kranenburg, mendefinisikan negara sebagai suatu sistem dan
tugas-tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha
negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat
masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintah yang
berdaulat.

Dalam hal sejarah tentang negara tidak lepas dari masa
Yunani kuno yang banyak menjadi rujukan awal dalam titik tolak
peradaban masyarakat dan pengetahuan modern, hal ini dikarenakan
pada masa itulah mulai terdapat tulisan-tulisan yang masih dapat
dipelajari hingga saat ini. Tulisan-tulisan tersebut tidak hanya
merupakan prasasti sebagai sebuah tanda keberadaan suatu
masyarakat, atau suatu peristiwa, tetapi telah berisi dokumen atau
pemikiran. Dokumen atau pemikiran tersebut merupakan refleksi dari
kondisi saat itu. Maka sangat dimungkinkan apa yang menjadi
pendapat para pemikir tersebut sesungguhnya telah pernah terjadi
sebelumnya dan diidealkan kembali. Praktik kehidupan masyarakat
Yunani kuno dalam negara kota (city state) telah
menunjukkan struktur sebuah negara dengan berbagai bentuknya
sebelum muncul tokoh-tokoh pemikir kenegaraan. Sistem pemerintahan
di Athena telah memungkinkan masalah kenegaraan menjadi diskusi
publik dalam keseharian masyarakatnya. Meskipun tidak dapat
dibandingkan dengan negara-negara modern saat ini, namun negara
kota Yunani kuno telah menunjukkan struktur pemerintahan negara
berdasarkan kondisi masyarakat pada saat itu.

Perkembangan ilmu kenegaraan pada zaman Yunani Kuno
sangatlah pesat hal ini ditandainya ada beberapa pemikiran tentang
negara pada pada zaman Yunani Kuno, seperti Plato yang menulis buku
dengan judul Politeia
atau soal-soal kenegaraan. Selain
itu Plato juga menulis buku yang berjudul Politics atau
Ilmu Kenegaraan – ilmu tentang Polis atau negara
kota. Adapun Aristoteles (384-322 SM) dalam bukunya
Politica sudah merumuskan pengertian Negara. Saat itu,
istilah polis
diartikan sebagai Negara kota
(city
state) yang berfungsi sebagai
tempat tinggal bersama warga Negara dengan pemerintah dan benteng
untuk menjaga keamanan dari serangan musuh. Pada waktu itu Negara
hanya meliputi lingkungan kota – seluas kota sehingga disebut
sebagai negara kota. Contoh Negara dalam bentuk polis misalnya
adalah Sparta dan Athena yang pada saat itu sudah mengenal
pemerintahan dengan sistem demokrasi
langsung.[013]

Masyarakat Yunani kuno pada masa itu dibagi menjadi tiga
kelas utama, yaitu budak (slaves), orang asing
(foreign or
metic), dan warga negara
(citizens). Budak dan orang asing tidak dapat ikut ambil
bagian dalam kehidupan politik. Status kewarganegaraan diperoleh
karena ikatan darah dari masing-masing suku atau kelompok
(parishes). Pada masa ini juga sudah terdapat institusi
politik yaitu Assembly
atau Ecclesia sebagai
majelis tempat seluruh warga negara dapat mendiskusikan dan
mengambil keputusan masalah bersama, Magistrate sebagai
pelaksana pemerintahan, dan Council of Five Hundred dan Pengadilan dengan popular juries yang
mengontrol pemerintahan di Athena. Sistem yang digunakan pada saat
itu adalah gabungan antara pemilihan dan undian. Konstitusi di
Athena lebih merupakan “mode
of life” dari pada sebagai
sebuah struktur hukum. Pemerintahan yang diterapkan adalah
demokrasi dalam arti di tangan banyak orang dan bukan sedikit
orang.[014]

Sejak Yunani Kuno mengenal pemerintahan yang demokratis,
setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Saat itu, negara masih
bersifat polis-polis
atau the Greek State.
Keberadaan polis
pada awalnya merupakan suatu tempat
di puncak bukit dimana orang-orang mendirikan rumah dan tempat
tersebut kemudian dikelilingi dengan tembok untuk menjaga
penduduknya terhadap serangan musuh dari luar. Polis merupakan organisasi yang tertinggi. Polis tidak hanya mengatur hubungan antar organisasi yang ada
dalam polis, tetapi juga
mengatur kehidupan pribadi warganya. Oleh karena
polis identik dengan masyarakat negara atau negara maka polis
merupakan negara kota (standstaat/citystate).

Pemerintahan di dalam polis merupakan demokrasi langsung
(directe democratie/direct
democracy/klassieke democratie) dimana rakyat dalam polis ikut secara langsung menentukan
kebijaksanaan pemerintah (direct government by all the people). Maka salah satu ciri dari demokrasi adalah turut
sertanya rakyat dalam pemerintahan dan turut sertanya rakyat secara
langsung berasal dari zaman Yunani Purba. Dengan turut serta secara
langsung dalam pemerintahan berarti rakyat melakukan pengawasan
terhadap jalannya pemerintahan. Pada saat itu, yang disebut
”rakyat” adalah warga kota (citizen) yang
merupakan sebagian kecil dari penduduk Athena.

Menurut Mac Iver, dalam bukunya The Web of Government, citizen adalah city dwellers yang
berada di daerah Athena. Sedangkan pengawasan rakyat dijalankan
dengan musyawarah rakyat (Yunani : ecleseia, Romawi
: cometia).[015]

Perkembangan pengetahuan kenegaraan mengalami kelesuan
ketika Yunani Kuno dijajah Macedonia. Sebagai negara jajahan, pamor
kebudayaan dan peradaban Yunani Kuno meredup. Ketika Macedonia
ditaklukkan Romawi, Yunani Kuno menjadi bagian kerajaan Romawi.
Kekalahan Macedonia membuat pamor peradaban Yunani Kuno semakin
meredup dan pamor kebudayaan Romawi merebak dan dapat bertahan
selama kurang lebih dua puluh abad. Akan tetapi Bangsa Romawi tidak
cukup berperan penting dalam pengembangan ilmu kenegaraan, bangsa
Romawi lebih sibuk mengurus negara. Oleh karena itu, pengetahuan
kenegaraan pada zaman Romawi tidak berkembang sehingga cenderung
sama seperti zaman Yunani Kuno yakni sebagai bagian dari
pengetahuan filsafat.[016]

Pada abad ke-5 kerajaan Romawi
Barat yang saat itu beribukota Roma runtuh, hal inipun sebagai
tanda permulaan abad pertengahan. Akan tetapi Kerajaan Romawi Timur
dengan ibukota Konstantinopel masih bertahan samapi abad ke-15,
sebelum kekuasaan jatuh ketangan bangsa Eropa Barat dan Inggris.
Hal inipun mengakibatkan beralihnya pula peradaban ilmu pengetahuan
ke Eropa Barat yang cenderung mengunakan pendekatan yang lebih
empris dan sekuler, akan tetapi beberapa diantara lain (khususnya
ilmu negara) masih dipengaruhi oleh kesemangatan abad
pertengahan.

Cabang Ilmu Pengetahuan kenegaraan yang dirintis bangsa
Yunani Kuno juga dikembangkan bangsa Eropa. Ahli-ahli ilmu
pengetahuan kenegaraan yang terkenal dari Eropa pada Abad
Pertengahan antara lain adalah Agustinus dan Thomas Aquino.
Agustinus terkenal dengan Teori Civitas Dei (Negara
Tuhan) dan Civitas
Terrena/Civitas Diaboli (Negara Setan) sedangkan Thomas Aquinas terkenal dengan
teori Lex Aeterna, Lex
Divina, Lex Naturalis dan Ius
Constitutum. Teori kenegaraan
kedua ahli tersebut masih masih didominasi pemikiran teologis. Ilmu
Kenegaraan pada Abad Pertengahan masih dipengaruhi pemikiran
teologis. Pola pikir dominan pada masa itu memang bersifat
teologis. Segala sesuatu dikembalikan kepada kehendak
Tuhan.

Sedangkan pada zaman Renaissans, Ilmu Negara memasuki babak
baru. Tokoh utama pemikir kenegaraan zaman Renaissans adalah
Niccolo Machiavelli dan Jean Bodin. Kedua tokoh memperkenalkan
metode pendekatan baru yakni metode pendekatan empiris-historis.
Kedua tokoh menulis karya berdasarkan bahan-bahan sejarah masa
lalu. Dari hasil pengkajian bahan-bahan dari masa lalu dapat
diketahui bahwa kehancuran kerajaan-kerajaan di masa lalu adalah
karena kekuasaan negara lemah. Kedua tokoh kemudian melahirkan
teori yang bertujuan melahirkan kekuasaan negara yang kuat.
[017]

Perkembangan negara pada setiap peradaban dan waktu telah
mengalami perubahan, tidak lagi seperti metode dan sistem yang
diterapkan pada periode Yunani Kuno ataupun yang berkembang pada
masa itu, hal inipun dikarenakan adanya perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya ilmu negara, hal ini seperti dengan lahirnya
beberapa memikir pasca zaman Yunani Kuno, pemikir pada abad ke-17,
seperti Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan
Rousseau (1712-1778) yang secara gentol mereformasi pemikiran
Yunani Kuno tersebut. Dimana ketiga pemikir tersebut memberikan
gambaran dan definisi tentang negara bahwa terbentuknya negara
(pada masanya) terlahir akibat sebuah perjanjian masyarakat akibat
dari keadaan alamiah (statue
of nature) yang kemudian
perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum dalam perjanjiannya.
Keadaan ilmiah inilah menurut Hobbes yang mendorong setiap individu
berusaha untuk mencari hasrat “kebahagiaan” sehingga mau tidak mau
individu akan masuk dalam konflik dan ketika tidak adanya pemimpin
atau penguasa, konflik ini pun akan meluas. Locke menyatakan
keadaan alamiah diatur oleh hukum moral yang dapat ditegakkan oleh
individu. Ia menambahi dengan anggapan bahwa pada awalnya tidak
terjadi kelangkaan justru keadaan yang melimpah. Sedangkan Rousseau
setuju dengan Locke bahwa Hobbes keliru ketika beranggapan bahwa
kondisi alamiah terjadi akibat kelangkaan barang, namun ia juga
menolak gagasan moral memiliki peran dalam kondisi alamiah. Ia
menyatakan rasa sayang dan empati alamiah akan mencegah terjadinya
konflik, yang juga bermaksud bahwa kita tidak bisa mendiskripsikan
bagaimana “manusia alamiah” berperilaku hanya mengacu pada
pengelihatan kita terhadap manusia beradab.[018]

Persoalan makna negara merupakan persoalan yang amat intens
dalam perkembangan politis, dan juga tidak lepas dari perkembangan
ilmu pengetahuan (seperti yang telah diterangkan sebelumnya) dari
zaman ke zaman. Makna negara yang amat luas dan memiliki tujuan
yang mulia serta berfungsi untuk melindungi segenap warganya dan
umat manusia pada umumnya. Berbagai perubahan, metode dan
perbedaan-perbedaan definisi tentang negara dari waktu kewaktu
tersebut, hal hasil dari perkembangan peradaban manusia dan ilmu
pengetahuan yang terus berubah, akan tetapi negara itu sendiri
dapat dikenali lewat ciri-ciri sebagaimana sifatnya yakni :
Bersifat memaksa, hal ini agar peraturan perundang-undangan dapat
ditaati, maka dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai
dan serta apabila timbul ketidak stabilan akan dapat dicegah, dalam
arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekuasaan secara fisik
dengan legal, sarana untuk itu adalah polisi, tentara dan
sebagainya; Bersifat Monopoli, negara mempunyai monopoli dalam
menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat; dan bersifat mencakup
semua (all-encompassing-all-embracing), semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk
semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab
kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas
negara, maka usaha negara ke arah tercapai nya masyarakat yang di
cita-citakan akan gagal.

Adapun dalam berbagai referensi
yang ada bahwasanya asal mula terbentuknya suatu negara mengacu
pada teori-teori sebagaimana berikut ini :

Teori teokrasi atau teori ketuhanan merupakan salah satu
teori yang mengkonstruksi tentang asal mula negara. Teori teokrasi
yang mempunyai kaitan dengan asal mula negara terdiri atas dua
teori. Dua teori tersebut yaitu teori teokrasi klasik dan teori
teokrasi modern. Pertama teori teokrasi klasik menyatakan bahwa
otoritas kekuasaan berasal Tuhan dan kemudian diberikan secara
langsung kepada manusia yang memerintah. Manusia yang mendapat
kekuasaan tersebut yang dianggap sebagai titisan Tuhan. Dan yang
kedua adalah teori teokrasi modern. Teori teokrasi modern juga
menyatakan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, tetapi dengan
perspektif yang agak berbeda. Teori ini mengamini bahwa kekuasaan
berasal dari Tuhan dan diberikan pada manusia tertentu dalam suatu
proses sejarah tertentu.[019]

Teori hukum alam menekankan pada hukum alam sebagai asal
mula dari negara. Hukum alam ada yang sifatnya irasional dan
rasional. Hukum Alam yang irasional dapat ditemukan dengan
menggunakan metode induktif (logika induktif: khusus-umum). Contoh
hukum alam yang irasional seperti hukum yang lahir dari Tuhan atau
Firman Tuhan, hal-hal yang bersifat mistik, dan sejenisnya. Adapun
hukum alam yang rasional adalah hukum alam yang ditemukan melalui
metode deduktif (logika deduktif: umum-khusus), yang merupakan
metode yang didapat melalui observasi. Berangkat dari dua dasar
tersebut maka teori hukum alam lahir dan kemudian ikut terlibat
mengkonstruksi ilmu-ilmu, termasuk Ilmu Negara. Sifat hukum alam
yang abstrak dan universal membuat hukum alam lebih alamiah, karena
tidak dibuat oleh negara atau kekuasaan secara langsung. Hukum alam
lahir secara alamiah berdasarkan kondisi alam. Selain itu hukum
alam juga memusatkan manusia sebagai titik tolak, dan membuat
manusia lebih alamiah, cenderung tidak terdapat
tekanan[020]

Teori perjanjian masyarakat diperkenalkan oleh tokoh yang
bernama Thomas Hobbes. Hobbes menyatakan bahwa yang berlaku pada
masa sebelum adanya negara adalah hukum rimba. Di masa tersebut,
yang berlaku adalah prinsip homo homini lupus,
yang berarti manusia menjadi serigala bagi manusia lain. Selain
itu, juga berlaku prinsip bellum omnium contra omnes¸ yang artinya semua lawan semua. Kemudian, untuk
mengakhiri hukum rimba di tegah masyarakat, maka masyarakat membuat
kontrak sosial atau perjanjian masyarakat. Kontrak sosial tersebut
berupa penyerahan kewenangan atau kekuasaan kepada raja untuk
memerintah. Artinya masyarakat secara bersama-sama berjanji untuk
menyerahkan kekuasaan kepada raja yang ditunjuk untuk memerintah
agar hukum rimba tidak terjadi lagi.[021]

Teori kekuatan, dibagi menjadi dua: teori kekuatan fisik
dan teori kekuatan ekonomi. Teori kekuatan fisik menyatakan bahwa
kekuasaan adalah bentukan orang-orang yang paling kuat, berani, dan
berkemauan teguh untuk memaksakan kemauannya kepada pihak yang
lemah. Voltaire menyatakan bahwa raja yang pertama merupakan
“the winning
hero”. Teori kekuatan fisik
mendeklarasikan bahwa negara dapat muncul disebabkan oleh
kemenangan dari pihak yang secara fisik lebih unggul dan kuat dari
pihak lain. Teori kekuatan ekonomi menyatakan bahwa kekuasaan pada
dasarnya berasal dari orang-orang yang kuat secara ekonomi dan
ingin melanggengkan kekuatannya tersebut dengan
kekuasaan.[022]

Teori Positivisme, konsep ini di diutarakan oleh Hans
Kelsen, yang menyatakan bahwa Ilmu Negara harus terlepas dari
pengaruh-pengaruh lain, dan harus memusatkan kajian negara secara
yuridis-normatif. Asal mula negara adalah salah satu problem karena
sifatnya yang tidak murni hukum. Dengan demikian Hans Kelsen
berpandangan bahwa asal mula negara merupakan objek kajian filsafat
hukum, sehingga tidak dapat dibicarakan dalam tataran Ilmu Negara.
Artinya, menurut Hans Kelsen, asal mula negara bukan merupakan
objek dari Ilmu Negara[023]

Teori Organis, dimana konsep asal mula negara yang
menyamakan negara dengan makhluk hidup membuat teori organis
cenderung menjadikan asal mula negara secara alamiah yang artinya
negara lahir dipandang secara alamiah. Teori ini hampir mirip
dengan teori hukum alam. Hanya bedanya, teori ini menjadikan negara
seperti makhluk hidup yang mempunyai organ. Begitu juga negara yang
mempunyai organ, dan dapat menjalankan organ-nya dengan
fungsi-fungsi tertentu. Teori organis dipopulerkan oleh George W.
Hegel, J.K. Bruntscli, John Salisbury, Marsigilio Padua,
Pfufendorf, Henrich Ahrens, J.W. Scelling, serta F.J.
Schitenne.[024]

Teori garis kekeluargaan (teori patriarkhal-matriarkhal),
merupakan salah satu teori asal mula negara. Teori garis
kekeluargaan fokus pada penciptaan negara yang bersumber dari
adanya keluarga. Negara dapat terbentuk dari adanya keluarga kecil
yang saling bersatu, dan kemudian membentuk keluarga yang lebih
besar, sampai pada akhirnya tercipta atau terbentuk sebuah negara.
Garis kekeluargaan yang dimaksud juga dapat berbentuk suku atau
keturunan. Oleh karena itu, teori ini menganggap bahwa negara bisa
jadi lahir dari keluarga atau suku yang berasal garis keturunan
bapak (patriarkhal), atau bisa juga dari garis keturunan ibu
(matriarkhal).[025]

Teori selanjutnya yang bisa menjelaskan tentang asal mula
negara yaitu teori modern. Teori ini dikemukakan oleh Kranenburg
yang menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya komunitas manusia
yang disebut sebagai bangsa. Negara akan lahir apabila terdapat
suatu bangsa. Oleh karena itu, bangsa menjadi fondasi bagi tercipta
nya negara. Pendapat Kranenberg ini menyimpulkan bahwa tidak akan
mungkin ada negara jika tidak ada komunitas yang disebut bangsa.
Keadaan tersebut menyebabkan penguasa dari sebuah negara adalah
bangsa yang menciptakan negara. Penjelasan dari Kranenberg bertolak
belakang dengan penjelasan Logemann, yang menjelaskan bahwa negara
lebih dahulu ada sebelum tercipta bangsa. Logemann berpandangan
bahwa negara, dengan kekuasaan yang dimilikinya, kemudian
menciptakan suatu bangsa, sehingga bangsa itu ada karena adanya
suatu negara.[026]

 1.4. Kekuasaan
Politik

Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar
Ilmu Politik (2007), memberikan pengertian tentang kekuasaan
(power) adalah kemampuan sesorang atau sekelompok
manusia untuk mempengaruhi tingkah laku sesorang atau sekelompok
orang lain sehingga tingkah lakunya menjadi sesuai dengan
keinginan/tujuan seseorang/kelompok orang yang mempunyai kekuasaan
tersebut. Adapun menurut Max Weber, kekuasaan adalah Kesempatan
seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan
kemauan-kemauannya sendiri, dan sekaligus menerapkannya dalam
bentuk tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau
golongan-golongan tertentu. Weber menyatakan bahwa kekuasaan
sebagai peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk memberikan
kesadaran terhadap masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus
mampu diterapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang maupun
golongan tertentu. Kekuasaan seharusnya membawa kesejahteraan bagi
setiap masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang menyebabkan
ketidakadilan dan diskriminasi bagi masyarakat.

Sementara itu Talcot Parson dalam bukunya yang
berjudul Bottomore
(1983), ia mengemukakan bahwa
kekuasaan adalah kapasitas umum untuk menjamin pelaksanaan
kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit di dalam suatu
sistem organisasi kolektif ketika kewajiban-kewajiban itu
diabsahkan sehubungan dengan sikap mereka demi mencapai tujuan
bersama. Lebih jelasnya bahwa kekuasaan adalah kesanggupan
seseorang individu atau suatu kelompok sosial guna melanjutkan
suatu bentuk tindakan (membuat dan melaksanakan keputusan, dan
secara lebih luas lagi, menentukan agenda pembuatan keputusan),
jika perlu menentang kelompok kepentingan, dan bahkan oposisi serta
individu lainnya. Maka Talcot Parson pada dasarnya kekuasaan
diartikannya sebagai wewenang yang sah, dan wewenang ini sendiri
dianggap berasal dari kesepakatan saling mengisi demi tujuan
bersama.

Kata kekuasaan dalam bahasa
Indonesia berasal dari kata “kuasa” yang selanjutnya ditambah
dengan awalan “ke” dan akhiran ”an”, maka kekuasaan ini diartikan
sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu.
Kekuasaan sendiri adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu
politik dan tentunya yang menjadi batas dari pembahasan di buku
ini, yang sangat erat kaitannya dengan pengaruh atau mempengaruhi,
kekuasaan pada umumnya berupa relasi dalam arti terdapat satu pihak
yang menguasai dan satu pihak yang tunduk, satu pihak memberikan
perintah dan satu pihak harus patuh pada perintah tersebut.

Kekuasaan dan politik adalah satu kesatuan yang tidak dapat
dipisahkan. Dimana politik adalah salah satu bentuk untuk
memperoleh kekuasaan “how to
get the power”. Ketika kita
membicarakan politik maka sebenarnya kita membicarakan suatu
strategi bagaimana mendapatkan kekuasaan. Kekuasaan adalah energi
yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok untuk memuluskan tujuan
yang ingin dicapainya. Kekuasaan dalam politik artinya menghimpun
dan menempatkan energi setiap orang dalam kelompok untuk memperoleh
kekuatan dalam memuluskan dan mencapai tujuan yang hendak
dicapainya.Kekuasaan dalam politik kadang kelihatannya sangat
“kotor”, karena strategi seseorang atau kelompok dalam berpolitik
memungkinkan menggunakan berbagai cara yang pada akhirnya harus
mengorbankan seseorang atau kelompok
lainnya.[027]

Machiavelli menggambarkan bahwa
kekuasaan sebagai sebuah tujuan. Kekuasaan ini diwujudkan dalam
negara sebagai simbol politik tertinggi bersifat mutlak dan
mencakup semuanya. Kekuasaan adalah inti dari apa yang diperbuat
oleh seorang penguasa yang ingin berkuasa. Maka dalam hal ini tugas
utama penguasa adalah mencari keunggulan dan mempertahankan
kepentingan negaranya yaitu untuk menjamin kelangsungan hidup. Jika
negara tidak kuat akan mendorong hasrat kekuatan negara lain untuk
menghancurkannya. Kecerdikan ini merupakan kepekaan terhadap bahaya
dan kepekaan pada kesempatan yang mendatangkan manfaat. Penguasaan
boleh menggunakan sikap tidak terpuji tetapi mampu menciptakan
kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakatnya dan menjaga
kestabilan kekuasaannya. Machiavelli mengasumsikan bahwa dunia
merupakan tempat yang berbahaya namun menguntungkan bagi
masyarakat. Baginya hal yang paling penting bagi penguasa adalah
mampu memberikan kenyamanan kepada rakyatnya.

Dalam berbagai referensi yang ada bahwa konsep kekuasaan
erat dengan kekuatan (power), dalam artian
bahwa kekuatan dalam keilmuan politik dapat diartikan sebagai
gejala sosial, kekuasaan fisik (tubuh) sebagai kekuasaan politik
atau dalam hal ini penulis memberikan pemahaman yang lebih luas
yang disebut mengenai bio-politik dari konsep Michael
Foucault.

Karya-karya Foucault menunjukan bahwa kekuasaan dan
pengetahuan menjadi pokok sentral pembahasannya, pandangan atas
kekuasaan yang dimaksud Foucault bersifat positif sebagaimana
kekuasaan bekerja dalam menkontruksi masyarakat. Foucault selama
ini dikenal sebagai seorang filsuf, juga sebagai sejarawan. Namun,
pemikirannya memiliki pengaruh yang luas terhadap ilmu-ilmu sosial
lainnya termasuk antropologi dan sosiologi. Foucault tidak mengkaji
sejarah untuk mengetahui bagaimana riwayat hidup orang-orang besar
atau siapa yang berkuasa pada suatu zaman tertentu, melainkan
kajian sejarah yang dilakukannya adalah sejarah tentang masa kini
(history of the
present).[028]

Adapun kekuasaan tidak selalu berupa kekuatan, walaupun
sekali-kali kekuasaan dapat juga mengambil bentuk kekuatan, yakni
bentuk kekuasaan yang disebut “naked power”.
Kekuasaan dalam arti tertentu adalah kekuatan yang disetujui.
Adanya kekuasaan dalam berbagai manifestasinya, termasuk kekuatan
harus diterima oleh umat manusia, karena manusia menurut kodratnya
ditakdirkan untuk hidup berkelompok. Manusia ditakdirkan oleh
hakikatnya sebagai makhluk sosial, untuk menerima adanya
penyelenggaraan kekuasaan, sekalipun penyelenggaraan itu didasarkan
atas kekuatan belaka.

Lebih jauh mengenai kekuasaan politik, menurut Miriam
Budiardjo tidaklah mungkin tanpa penggunaan kekuasaan
(machtsuitoefening).
Kekuasaan itu harus digunakan dan dijalankan. Apabila penggunaan
kekuasaan itu berjalan dengan efektif, hal ini dapat disebut
sebagai “kontrol” (penguasaan/pengendalian). Dengan sendirinya
untuk menggunakan kekuasaan politik yang ada penguasa yaitu pelaku
yang memegang kekuasaan, dan harus ada alat/sarana kekuasaan
(machtsmiddelen) agar
penggunaan kekuasaan itu dapat dilakukan dengan baik. Pada
kebanyakan negara-negara baru di mana kesetiaan lokal
(primordial
attachment) tampak masih
lebih kuat dibandingkan dengan kesetiaan nasional, serta banyak
suku, golongan, dan aliran, maka soal keabsahan
(legitimacy)
perlu digalang. Keabsahan adalah
konsep bahwa kedudukan seseorang atau sekelompok penguasa diterima
baik oleh masyarakat, karena sesuai dengan asas-asas dan prosedur
yang berlaku dan dianggap wajar. Maka dengan hal
tersebut untuk mendapat
kekuasaan politik secara teknis maka
seseorang atau kelompok, akan didapat melalui sistem politik yang
dianut suatu negara.
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 2.1.
Pengertian Dasar Ideologi

Ideologi adalah salah satu istilah yang memiliki cakupan
yang luas karena istilah ideologi sesungguhnya dapat dibicarakan
dalam banyak konteks, akan tetapi ideologi adalah satu istilah
penting yang menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam
perbincangan tentang politik, atau dalam perbincangan yang terkait
dengan kehidupan kenegaraan. Pada dasarnya ideologi berasal dari
bahasa Greek yang terdiri dari kata Idea dan
Logia. Idea
berasal dari kata
idein yang berarti melihat. Idea dalam
buku The Advence Leaner’s
Dictionary berarti
a plan or schema formed in the
mind atau suatu rencana yang
dibentuk/dirumuskan dalam pemikiran, dan Logis berasal
dari kata logos
yang berarti Word dimana kata ini berasal dari kata Legein yang
berarti Speak
(berbicara), selanjutnya
logia berarti Science (pengetahuan)
atau teori. Jadi ideologi secara letterlijk (menurut
arti kata) ialah pengucapan daripada yang melihat atau mengutarakan
apa yang terumus didalam pikiran sebagai hasil daripada
pemikiran.[029]Adapun dalam
bahasa Arab, merupakan istilah yang dapat diterjemahkan
sebagai Mabda’, secara
etimologis mabda’
adalah mashdar mimi dari kata bada’a (memulai), yabda’u (sedang
memulai), bad’an
(permulaan), dan mabda’an (titik permulaan). Secara terminologis berarti pemikiran
mendasar yang dibangun diatas pemikiran-pemikiran
(cabang)[030]

Dalam laman wikipedia mendefinisikan ideologi sebagai suatu
ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Antoine
Destutt de Tracy (1754–1836) pada akhir abad ke-18 (sekitar tahun
1796) untuk mendefinisikan "sains tentang ide". Ideologi dapat
dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang
segala sesuatu (bandingkan Weltanschauung),
secara umum dan beberapa arah filosofis, atau sekelompok ide yang
diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat.
Tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan
melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran
abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada
masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik.
Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi
walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang
eksplisit.[031] Artinya
Antoine Destutt de Tracy memaknai ideologi sebagai Ilmu tentang
pikiran manusia (sama seperti biologi dan zoologi yang merupakan
ilmu tentang spesies) yang mampu menunjukkan jalan yang benar
menuju masa depan.[032] Sehingga
makna ideologi di tangan Antoine Destutt de Tracy bersifat
netral

Antoine Destutt de Tracy di
lahirkan di Paris pada 20 Juli 1754, adalah seorang bangsawan dan
filsuf Pencerahan Prancis yang menciptakan istilah "ideologi”. Ia
terlahir dari keluarga bangsawan yang berasal dari Skotlandia,
Destutt de Tracy menjadi kolonel resimen Penthièvre sebelum
terpilih menjadi Jenderal Serikat tahun 1789.

Destutt de Tracy menciptakan kata idéologie (bahasa Inggris: "ideology") pada tahun
1796 sebagai nama untuk "ilmu gagasan". Dipengaruhi oleh karya John
Locke, dia mempresentasikan ide dasarnya dalam Éléments d'idéologie, pada volume 4 (1801–15). Seperti
sensasionalisme Étienne
Bonnot de Condillac (1715–80), Idéologie pada
dasarnya menekankan tentang pentingnya sensasi manusia dalam
pembentukan pengetahuan. Pemikiran Destutt de Tracy adalah
menyempurnakan pandangan dari Condillac (Étienne Bonnot de
Condillac (1714-1780) adalah filsuf dari Prancis. Ia juga dikenal
sebagai tokoh empirisme dari generasinya. Condillac mengadopsi
pemikiran John Locke tentang tabula rasa lalu mengembangkannya.)
untuk menekankan sifat fisiologis sensasi. Pikiran manusia, dia
menegaskan, tidak lain adalah elaborasi sensasi, aktivitas sistem
saraf. Empat alam utama dari perilaku sadar yaitu : persepsi,
ingatan, penilaian, dan kemauan dimana hal tersebut semuanya
menggunakan berbagai kombinasi sensasi. Sebagai hasil dari
ketergantungan yang ekstrim pada indera manusia untuk verifikasi
pengetahuan, Idéologie
mengancam tidak hanya doktrin agama
tetapi juga sekuler. otoritas juga, dan gerakan itu ditekan oleh
Napoleon dari 1803.[033]

Di era kekuasaan Napoleon (1804-1814), ideologi dipandang
sebagai konsep yang abstrak dan sangat tidak netral (tidak seperti
makan ideologi yang diungkapan oleh Antoine Destutt de Tracy yang
diterangkan di atas), sehingga membuka peluang untuk tidak lagi
bisa menjadi definisi yang tunggal pada pergantian generasi.
Artinya, setiap generasi menganut definisi yang tidak tunggal
tentang ideologi. Pemikiran umat manusia tentang ideologi, yang
sebelumnya mengandung nilai-nilai luhur untuk menyongsong hari
esok, dimanipulasi hasrat yang tidak lagi luhur. Akibatnya,
ideologi diposisikan dan difungsikan sebagai sebuah doktrin yang
memberikan rangsangan bagi berkembangnya inspirasi perorangan atau
kelompok manusia mengarah gerakan massa. Mulai yang bersifat
santun, lembut dan persuasif sampai dalam bentuk perebutan
kekuasaan dengan menggunakan kekerasan yang melanggar konstitusi
negara.[034]
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